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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ji.Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
i, go.id Email : ptsp@sulselprov.go id
Makassar 90231

Nomor : 24487/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran s = Walikota Makassar
Perihal : 1zin penelitian

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 01688/UN4.8/PT.01.04/2024 tanggal 20
September 2024 perihal but diatas, mah /peneliti d;bawah ini:
Nama : NAHDLAH DZAKKIRAH
Nomor Pokok : E041201052
Program Studi : llmu Politik
Pekerjaan/Lembaga ... Mahasiswa (S1) . e
Alamat : JI.P. Kemer

PRUOVINE SULAWEST St ATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerahlkantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

~ DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO ™

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Sep s/d 08 N 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami yetuj i 1
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI|, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yt
1. Dek.‘m FISIP UNHAS Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
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Makassar
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bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :
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NIM/Jurusan : E041201052 / limu Politik

Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : JI. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

Judul :“DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI

WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL) DI
KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO”

Bermaksud mengadakan Penelitian, di Wilayah Kecamatan Tallo
Kota Makassar dalam rangka Skripsi, yang akan dilaksanakan mulai
tanggal 20 September s/d 08 November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat
menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan
memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kembali dan melampirkan satu
rangkap hasil penelitian kepada Camat Tallo Kota Makassar.

a.n. CAMAT TALLO,
SEKRETARIS

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul
Sel di Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Pertinggal.
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di
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bawabh ini :

Nama : NAHDLAH DZAKKIRAH

NIM / Jurusan B E041201052/ILMU POLITIK

Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat : JL Perintis K del Km. 10, Mak

Judul :  DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU
BODOA KECAMATAN TALLO

Bermaksud mengadakan Pznel.ltlan pada wﬂayah kerja Bapak/Ibu, dalam rangka Untuk Melakukan
Data L RZWP3K (R Zonasi
Peslslr Dan Pulau-Pulau Kecil) di Wllayah Kel. Ka]uku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar yang
akan dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2024 sampai dengan 08 November 2024.

Demikian di k dan a yang b kutan mel kan hasil penelitian Kepada
Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Badan K saluan Bangsa Kota Makassar.
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